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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2009 KEUANGAN NEGARA. Tata. Cara. Administrasi.
Sanksi. Cukal. Pengenaan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4989)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
DI BIDANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Pengenaan Sankss Administrasi Berupa
Dendadi Bidang Cukai;

Mengingat: 1. Pasa 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
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tentang Cukal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA DI BIDANG CUKALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cuka sebagamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Cukal adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai dSfat  atau
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman,
dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang
dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai
dan/atau untuk mengemas barang kena cuka dalam
kemasan untuk penjualan eceran.

Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau
lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cuka berupa

etil alkohol yang masih terutang cuka dengan tujuan untuk
disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang
mengusahakan tempat penyimpanan.

Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual
secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orang yang
mengusahakan tempat penjualan eceran.

www.peraturan.go.id



10.

11.

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

3 2009, No.49

Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual
barang kena cuka yang sudah dilunasi cukainya yang
semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.

Importir Barang Kena Cukal adalah orang yang melakukan
kegiatan memasukan barang kena cukal ke dalam daerah
pabean.

Pejabat Bea dan Cuka adalah pegawal Direktorat Jenderal
Bea dan Cuka yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 2

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya
terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Sanksi administras berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) besarnyadinyatakan dalam:

a. nila rupiah tertentu;

kelipatan tertentu dari nilai cukai;

persentase tertentu dari nilai cukai;

nilai rupiah minimum sampal dengan maksimum,; atau

® a0 T

kelipatan minimum sampa dengan maksimum dari
nilai cukai.
Pasal 3

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang dinyatakan
dalam nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan Undang-
Undang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 16B, dan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang.

Pasa 4

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang dinyatakan
dalam kelipatan tertentu dari nilai cuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperoleh dari
hasil:
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a. perkalian kelipatan tertentu dengan nila cuka dari
barang kena cukai yang tidak diberitahukan; atau

b. perkalian kelipatan tertentu dengan nila cukai dari
barang kena cukai yang dikeluarkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berlaku untuk Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang dan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berlaku untuk Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 5

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang dinyatakan
dalam persentase tertentu dari nilai cuka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diperoleh dari
hasil perkalian persentase tertentu dengan nilai cukal yang
terutang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 7A ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang.

Pasal 6

Besarnya sankss administras berupa denda yang
dinyatakan dalam nila rupiah minimum sampai dengan
maksmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d, dilaksanakan berdasarkan berapa kali pelanggaran
dilakukan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a), Pasal 26 ayat
(3), Pasal 27 ayat (4), 31 ayat (3), Pasd 35 ayat (4), Pasal
36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 7

Setigp orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(7)

Undang-Undang, pengenaan sanksi administras berupa

denda ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a

apabila pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi
administras berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua
puluh jutarupiah);
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apabila pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrass berupa denda sebesar 3 (tiga) Kkali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

apabila pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administras berupa denda sebesar 5 (lima) Kkali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

apabila pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanks
administrass  berupa denda sebesar 7 (tujuh) kali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau

apabila pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih,
dikenai sankss administrass berupa denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administras berupa
denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4a) Undang-
Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan
dengan ketentuan apabiladalam 5 (lima) tahun terakhir:

a

pelanggaran dilakukan pertama kali, dikena sanks
administrass berupa denda sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

pelanggaran dilakukan kedua kali, dikena sanks
administrass  berupa denda sebesar 2 (dua) kali
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrass  berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanks
administrass  berupa denda sebesar 4 (empat) kali
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau

pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenal
sanks administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

www.peraturan.go.id



